SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Menimbang

Mengingat

PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

KEPULAUAN RAJA AMPAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu membentuk
Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal
Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis
Daerah  Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan
Kepulauan Raja Ampat;

1. Undang-Undang Nomor S Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3299);

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi
Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten
Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun
1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya
Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai,
Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota
Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-
1/20083;



Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4414) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4884);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4739);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);
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Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang
Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr
4779);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggara-
an Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor
PER.16/MEN-KP/2008 tentang Rencana Pengelolaan
Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil,;

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor
PER.17/MEN-KP/2008 tentang Kawasan Konservasi
Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor
PER.2/MEN-KP/2009 tentang Tata Cara Penetapan
Kawasan Konservasi Perairan;

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor
PER.30/MEN-KP/2010 tentang Rencana Pengelolaan
Dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor
36/ KEPMEN-KP/2014 tentang Kawasan Konservasi
Perairan Kepulauan Raja Ampat Kabupaten Raja
Ampat Di Provinsi Papua Barat;

Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua
Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91);

Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 41 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja



Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Barat
Tahun 2016 Nomor 41);

22. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 57 Tahun
2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan
Raja Ampat (Berita Daerah Provinsi Papua Barat
Tahun 2018 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN
MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI
PERAIRAN KEPULAUAN RAJA AMPAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Papua Barat dan Perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat.

5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan
Kepulauan Raja Ampat yang selanjutnya disebut UPTD Pengelolaan KKP
Kepulauan Raja Ampat adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat.

6. Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat yang selanjutnya
disebut KKP Kepulauan Raja Ampat adalah Kawasan Konservasi Perairan
yang berada di wilayah perairan Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua
Barat.

7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai
fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari
ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

8. Badan Layanan Umum Daerah UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja
Ampat selanjutnya disebut BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja
Ampat adalah Unit Kerja Pemerintah di bawah Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Papua Barat yang menerapkan PPK BLUD.

9. Tata Kelola BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat adalah
peraturan dasar yang mengatur tentang struktur organisasi, prosedur
kerja, pengelompokan fungsi yang logis dan pengelolaan sumber daya
manusia dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan
independensi.



Pasal 2

Prinsip dasar Standar Pelayanan Minimal Umum daerah terdiri dari:

o po o

fokus pada jenis layanan;

terukur;

dapat dicapai;

relevan dan dapat diandalkan; dan
tepat waktu.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini dibentuk dengan tujuan untuk:

a.

menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum
yang diberikan oleh BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat
dengan menentukan jenis pelayanan dasar, indikator, target capaian dan
batas waktu pencapaian untuk setiap jenis layanan;

mewujudkan pelayanan umum pada BLUD UPTD Pengelolaan KKP
Kepulauan Raja Ampat sebagai berikut:

1) fokus pada jenis layanan mengutamakan kegiatan pelayanan yang
menunjang tugas dan fungsi BLUD;

2) terukur merupakan kegiatan pelayanan yang pencapaiannya dapat
dinilai sesuai dengan standar yang ditetapkan;

3) dapat dicapai merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat
pencapainnya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat
pemanfaatannya;

4) relevan dan dapat diandalkan merupakan kegiatan yang sejalan,
berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi
BLUD; dan

S5) Tepat waktu merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan
yang ditetapkan.

BAB III
JENIS PELAYANAN DASAR

Pasal 4

Jenis pelayanan dasar BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat
terdiri atas:

a.

b.

pelayanan perlindungan dan penegakan aturan zonasi di dalam kawasan
konservasi;

pelayanan pemberdayaan masyarakat nelayan;

pelayanan informasi status kondisi ekosistem dan pemanfaatan
sumberdaya laut; dan

pelayanan informasi tentang pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.



BAB IV
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 5

(1) Standar Pelayanan Minimal BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan
Raja Ampat terdiri atas:

a. Bab I. Pendahuluan;
1.1. Latar Belakang; dan
1.2. Maksud dan tujuan.

b. Bab II. Layanan Dasar BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja
Ampat;

2.1. Dasar pemikiran penetapan jenis layanan;
2.2. Hak dan Kewajiban dalam pelaksanaan layanan dasar;
2.3. Metodologi penyusunan Standar Pelayanan Minimal; dan
2.4. Jenis layanan, indikator dan target capaian.

c. Bab III. Penutup.

(2) Standar Pelayanan Minimal BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan
Raja Ampat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara rinci tercantum
dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua
Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 18 Maret 2019

GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN



Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 18 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,
CAP/TTD
NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 3.

Salinan sesuai dengan aslinya

TH K. R. HFAMMAR, SH., M. Hum., MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650818 199203 1 022



